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ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam 
memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga wilayah perbatasan dan melindungi 
masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, serta meningkatkan 
efektivitas dan kinerja organisasi, dan sesuai persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi tmelalui surat Nomor B/2829/M.PAN-RB/08/2016 tanggal                 
18 Agustus 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 7 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); 
Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) ; 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan Instansi Vertikal yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan 
pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerja Kantor Wilayah yang 
bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari Kantor Wilayah dan 
Kantor Wilayah Khusus.  

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai merupakan Instansi Vertikal yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan, memberikan bantuan 
hukum, dan melaksanakan audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang 
Kantor Pelayanan Utama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kantor Pelayanan 
Utama terdiri dari 3 (tiga) tipe sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe 
A; b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B; dan c. Kantor Pelayanan Utama Bea 
dan Cukai Tipe C. Kantor Pelayanan Utama dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea 
dan Cukai dan/ atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai. 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai merupakan Instansi Vertikal yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. 

Pada Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama, dan Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik 
sesuai dengan tugas masing- masing.   

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan dan pejabat berserta 
kewenangan yang melekat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
168/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
206.3/PMK.01/2014 tetap berlaku, sampai dengan dibentuk dan diangkatnya pejabat baru 
berdasarkan Peraturan Menteri ini. 



  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
168/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
206.3/PMK.01/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan 
dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014 dinyatakan masih tetap berlaku 
sepanjang belum diubah atau diganti dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan 
Menteri ini. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 6 Desember 2016. 

    - Lampiran Halaman 149 - 201 

  


